
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKI\Sl, 

PERATURAI\ BUPATI BEKAST 

NO MOR 15 TAHUN 2013 

TENTANG 

TATA CARA !ZIN PENYELENGGARA.AN REKLI\ME 

DI KABUPATEN BEKASI 

-ngmgar 

)ldJm1bang a. bahwa dalam rangka melaksanakan kerenruan Pasel 18 
Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor I Tahun 2011 
tentang Pajak Oaerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Oaerah Nomor 7 Tahuri 2012, maka untuk 
menunjang kelancaran pelaksanaannya perlu diatur tentang 
Tata Cara Izin Pcnyelenggaraan Reklame: 

b, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
nu ruf a di atas, Tata Cara lzm Penyelenggaraan Reklame 
rersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Supall. 

I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembenrukan 
Oaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propmsr .rawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950): 

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 200-1 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2ooc1 Nomor 5, Tambahan Lembaran Neg:mi Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan 
Oaerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200-1 
Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4-137) sebagaimana tetah beberapa kah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Peru bahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200~ 
tentang Pernerintahan Oaerah [Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 48~4); 



.. Undallg·Undang Nomor 33 Tahun 200-! te:nang Pertrnbangan 
Keuangan Amara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Dacrah 
tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l\omor 4438); 

5. I.! ndang-Undang xomcr 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang [Lembaran l\egara Republik Indonesia Taltun 2007 
Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor .;725); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Reml>usi Daerah fLembaran Negara Republik Indonesia 
Tallun 2009 Nomor l30, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

; Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbentukan 
P,,raturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4438); 

~. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4578): 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 rentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 737 ); 

11.Peraturan Daerah Kabupatcn Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Organisasi Pcrangkat Daerah Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Daerah Kabupatcn Bekasi Tahun 2009 Nomor 71 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tabun 2012 
Nomor8); 

12.Peraturan Daerah Kabupaen Bekasi Nomor l Tahun 2011 
rentang Pajak Daerah sebagaimana telah drubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peracuran Daerah Nomor I Tahun 
2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahuo 2012 Nomor 7); 



:s..:= 'Pcraluran mi yang dimaksud dengan : 

.la<:rah adalah Kabupaten BekasL 

i..;,a!a Daerah adalah Bupati Bekasi. 

'Jr!:;an,i.sas, Perangkar Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
li:ruangan dan Aser dan acau Dinas yang melaksanakan Togas Pokok dan 

~· g» Jzin Penyelenggaraan Reklame . 

.:rpaL, Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, 
l't:nge!olaan Keuangan dan Aset dan atau Kepala Dinas yang melaksanakan 
~ Pokok dan Fungsi lzin Penyelenggaraan Reklame. 

Badan adalah sckumpulan orang dan atau modal yang merupakan 
.,,,,_, .uan. baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

saha yang meliputi Pcrseroan Terbatas, Perseroan Komancliter, Perseroan 
.::mm-a, Sadan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan narna dan dalarn 

:n1uk apapun, Firma, Kongsi. Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, 
...-r .. rurnpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik. Arau 

-eamsasi Yang Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan 
· Of.:!. 

Mro1a rektame adalah bidang/ papan atau bend a lain yang dijadikan sebagai 
-ana untuk menawarkan suatu produk atau informasi komersial. 

lki<lame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut benruk 
an corak ragamnya dirancang untuk tujuan komerstal. memperkenalkan, 

mengenjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhauan umum 
-ernadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 
•'.odengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh urnum, kecuali yang 
dilakukan olehPemerintah. 

Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari kontruksi besi, papan 
kayu, colibrite, vynil termasuk seng atau bahan lain yang sejenis. 

Pasal l 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

: PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN 
REKLAME KABUPATEN BEKASI 

MEl\JUTUSKAN : 

13.Peraturan Daerah Kabupaten Bekast Nomor .; Tahun 2012 
rentang Kerernban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2012 Nornor -1); 



~ Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan 
menggunakan konstruksi tert.entu yang menggunakan lampu penerangan 
didalamnya dan memilik rancangan atau design khusus dengan 
rnengedepankan aspek esterika serta terintegrasi dengan lingkungan 
sebagai asesoris kota . 

• &. Gravity adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar yang dibuat pada 
dinding bangunan, benteng, bangunan jembatan dan/atau bangunan 
lainnya. 

1~, Bando Jalan adalah konstruksi dimana reklame dipasang pada konstruksi 
berdiri sendiri (free standing) melintang jalan yang dirancang dan dibangun 
khusus. 

18. .Jernbatan Penyebrangan Orang (JPO) adalah fasilitas pejalan kaki untuk 
menyebrangjalan berupa bangunan tidak sebidang di atas jalan. 

19. Pos Jaga dan Pengatur Pos (Pos Gatur] adalah bangunan yang digunakan 
untuk pengamanan dan Pengaturan pernakai jalan. 

:20. Ha.lte/Shelter adalah tempat pemberhenuan kendaraan penumpang umum 
untuk menurunkan dan atau menaikan penumpang yang dilengkapi dengan 
bangunan. 

21. Lokasi da.n/atau Bangunan Bersejarah adalah tempat dan arau bangunan 
yang rnempunyai nilai sejarah. 

Pemasangan Reklame Billboard dapat berdui sendin, menempet bangunan. 
dihalaman. drbahu jalanlberm, median jalan, Jembatan Penyebrangan 
Orang rJPOI, Bando Jalan, Shelter Bus, Pos Jaga dan Pengarur (Pos Gatur] 
dengan kontruksi tetap dan reklame tersebur bersifat permanen. 
Reldame cahaya/Videotron/Large Elektronik Display (LE:;0) adalah reklame 
vang me.nggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan 
bersinar dengan gambar dan/arau tulisan berwarna yang dapat berubah 
ubah, terprogram dan clifungsikan dengan tenaga listrik. 

Rektarne Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan 
bahan kain.termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain y:mg sejenic 
dengan nu. 
Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan 
menggunakan gas pesawat atau alat lain yang sejenis. 
Reklame Tcmpelan/Melekat/sti.ker adalah reklame berbentuk lembaran 
lepas, dilepaskan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta 
dltempelkan, dllekatkan, dipasang.digantungkan pada suatu benda lain. 

- Reklame berjalan/ kendaraan adalah reklarne yang ditempelkan atau 
dilekatkan pada kendaraan. 



_'9. T1tik Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dtrnana bidang reklarne 
didirikan/ditempatkan/ditempelkan sesuai dengan ketentuan. 

iO. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dirnanfaatkan guna 
tempar penyajian garnbar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan 
reklarne. 

, 1. Reklame pada Bangunan adalah titik reklame yang dnempatkan 
diatas/menempel/menyatu pada bangunan baik menggunakan konsrruksi 
maupun udak. 

2 Reklame pad a Bah u Jalan atau Berm adalah titik reklarne yang 
ditempatkan pada batas antara badan jalan dengan rrotoar dan arau 
saluran. 

'\3. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau 
bcberapa bidang re!dame yang diarur clengan balk dalam suatu komposisi 
yang estetis, balk dari segi kcpcntingan penyelenggara, masyarekai yang 
melihat maupun keserasiannya clengan pemantaatan ruang kota besena 
lingkungan sekitarnya. 

34. Area Khusus yaitu area yang sudah memiliki Rencana Tata Bangunan dan 
Lingkungan (R'l'BL}, penempatan titik reklarne, jenis dan luasnya 
disesuaikan berdasarkan (R1'BL). 

35. Area Selektif. yaitu Area dimana penyelenggaraan penernpatan ritik 
perletakan dan jcnis reklame terpilih. 

• Tun 1'eknis adalah Tim yang dibentuk oleh Supati. yang terdin dan unsur 
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka memberikan 
pertimbangan teknis. 

~ Pertunbangan 1'cknis Reklame adalah ketentuan teknis yang dtbuat oleh 
Tim 'l'eknis yang isinya menyatakan layak tidaknya diterbitkan izin yang 
dituangkan dalam Berita Acara rerhadap permohonan penyelenggaraan 
reklame dengan ukuran diatas 20 M2 (dua puluh meter persegi). 

_ B Surat Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat izm yang diterbitkan oleh 
Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan sebagai bukti untuk 
rnenyelenggarakan reklame. 

"' Area/xawasan adalah ruang jalur jalan dan atau pees.t yang dapat 
duempatkan unttrk peletakan utik reklame . 

• ' lzm Penyetenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan kepada orang 
pribadi arau badan untuk menyelenggarakan reklame . 

• ~ Pemberi lzin adalah Bupati Bckasi atau Pcjabat yang tclah diberi 
kewenangan oleh Bupau. 

"5 Pemegang lzin adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan 
pemasangan reklarne, baik untuk dan atas namanya arau unruk dan atas 
nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 



Pasal 3 

sedan orang atau badan yang akan menyelenggarakan reklame waj1b terlebih 
dahulu mendapatkan su rat izin dari Bupati a tau Pejabat yang telah diben 
kewenangan. 

Bagian Pe:rtama 

Umum 

BAB ID 
TATA CARA MEMPEROLEH lZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 

Pasal 2 

.k is reklame yang rnenjadi objek lzln penyelenggaraan reklame terdiri dari : 

Reklame Layar /Kain : 
• Spanduk 
Umbul-umbu I 

• Bandir I Banner 
• tayar Toke 
• Baligo 

b. Reklame Cahaya: 
· Megatron 
• Video Wall 
• Dinamics Wall 
Reklame Billboard : 
· Bando 
• Billboard 
• Mint Billboard/Shop Sign 

- Reklame Papan : 
• Papan Merk Toko 
· Neon Sign 
· Tine Plate 
• Gravity (Wail Painting) 
• Neon Box 

r Reklame Tempelan, Melekat, Stiker : 
• Poster 
• Selebaran/Brosur 
. Plag Chain 

Reklame berjalan pada kendaraan. 
g. Reklame Apung 
h. Reklame Udara/Balon. 

BABll 
OBJEK !ZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 

lb Area Umum, vattu Area dimana penyetenggaraan penempatan auk 
perlerakan dan jenis reklame dapat dtlaksanakana secara acak. 



l1 Berkas permohonan yang diterima secara lengkap selanjutnya dilakukan 
penelitian dan pemrosesan sesuai ketentuan yang berlaku. 

~Dalam hal permollonan sebagairnana ctimaksud pada Pasal 4 hurufj tertebih 
dahulu dilakukan rapar pembahasan oleh urn teknis yang dibenmk olch 
Bupati. 

131 Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat ('.!) tsrssbut dio.to.t. 
dituangkan dalam Serita Acara yang sekurang kurangnya memuat estetika 
dan kalayakan penyelenggaraan reklame. 

14) Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 ndak 
lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk ctilengkapi. 

\5) Setclah syarat-syarat dipenuhi dan lengkap, Bupati menerbitkan izin 
penyelenggaraan reklame dengan ukuran diatas 20 M2 (Dua puluh meter 
persegi) dan Pejabat yang telah diberi kewcnangan rnenerbitkan 1Z1n 
penyelenggaraan reklame dengan ukuran sampai dengan 20 M2 (Dua pu!uh 
merer persegil, yang selanjutnya diberikan kepada pemohoo setelah pemohon 
memperlihatkan bukti pembayaran pajak reklame. 

Pasal5 

Bagian Ketiga 
Penelitian Berkas Pe.rmohonan Izin Pcnyelenggaraan Reklame 

nruk mernperoleh izin penyelenggaraan reklame, pernohon rnengajukan 
pe:mohonan secara tertulis kepada Bupati arau Pejabat yang telah <hberJ 
uv,-enangan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 

foto copy KTP; 
fotO copy NPWP 
fOLO copy bukti kepemilikan tanah/sur,H sewa lahan dan/atau surat 
pernyataan ndalc kcberatan dari pemilik lahan; 

_ tote copy bukti/izin penggunaan lahan dari dmas/tnstansi yang berwenang 
jika reklame berdiri diatas milik negara rlan/atau tanah mihk badan usaha 
nulik negara/ daerah; 
perancangan reklame meliputi gambar lay out, konstruksi dan ukuran 
reklame: 
rencana kata-kata [narasi] yang akan digunakan dalam reklame; 

~ pernyataan kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan 
reklame clan/atau lokasi reklame; 

h surat persetujuan dari RT/RW seternpat untuk permohonan reklame dengan 
ukuran diatas 20 M2 (dua puluh meter persegi): 
Asuransi dan kelayakan koruruksi untuk permohonan rcklame dengan 
ukuran dtatas 20 M2 (dua puluh meter persegil; 
Pertirnbangan teknis untuk permohonan reklame dengan ukuran diatas 
20 M2 (ctua puluh meter persegi]. 

Pasal 4 

Bagian Kedua 

PeTsya.rata.n 



Pasal8 

Pemasangan reklarne diatur sebagai berikut : 
a. menu rut jems, sebagaimana tercantum pada Pasal 2 tentang jenis reklame 

yang menjadi objek izin: 

Bagian Kedua 
Pema.sangao. Reklame 

Pasal 7 

!I Penetapan titik reklame dengan memperharikan keserasian bangunan. 
lingkungan,estetika dan kearnanan. 

21 Penetapan tilik reklame tidak rnengganggu fasilitas dan utilitas umum. 
3) Pengaturan titik Iokasi bando jalan ditetapkan jarak antara titik Bando jalan 

satu dengan yang Iainnya oerjarak minimal 300 m (tiga rarus meter]. 
-1) Pengaturan titik lokasi billboard jika dipasang sejajar dalam bentuk 

panggung reklame berjarak minimal l.5 m [satu koma lima meter]. 
5) Pengaturan titik lokasi billboard jika berdiri sendiri dalam posisi sejajar 

dengan bidang reklame dan ttdak sating rnenutupi sesuai esteuka, 
keserasian dan keamanan. 

BAB IV 

PENETAPAN TITIK REKLAME DAN PEMASANGAN REKLAME 
Baglan Pertama 

Penetapan Titik Reklame 

Bag:i..tn Kee-mpat 

Mua Bie:rla.ku lzin Peuy~lenua.r-aan Reklame 

Pasal 6 

Masa berlaku 1zm penyelenggaraan reklame adalah I (satu) tahun 
_ Apabila masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayar (1) tclab berakhtr 

maka izrn dapat diperpanjang. 
3 Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah registrasi ulang. 
• Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis 

kepada Bttpati melalui Dinas. dengan melampirkan persyaratan yang telah 
duentukan yaitu : 
a. foro copy lzin Penyelenggaraan Reklame lama; 
b. foto copy KTP; 
e. Ioro copy lzm Perpanjangan penggu naan lahan dari yang berwenang jika 

reklame berdiri diatas tanah milik Pemerintah atau BU~1N, atau izm 
penggunaan lahan atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik 
lanan jika reklarne berdiri diatas milik masyarakat: 

d foro garnbar reklame; 
e, Asuransi untuk perpanjangan izin reklarne dengan ukuran diatas 

20 M2 (dua puluh meter persegi). 



b. rnenurut <1\,.-uran, ukuran reklame yang akan dipasang harus scsuai dengan 
kondisi dan srruasi reneana pemasangan titt1c reklame; 
menurut kewenangan pengelolaan jalan : 
, pemasangan reklarne pada Jalan Negara dan/ atau jalan Proviasi dengan 

u-kuran diatas 20 M2 (dua puluh meter persegi] harus mendapat i.zin 
pengguoaan tahan/rekomendasi dari Oubernur rnelalui Dinas Bina Marga 
Provins! atau Instansi yang berwenang; 

2. pemasangan reklamc pada Jalan Toi harus rnendapat izin penggunaan 
lahan dari pengelola Jalan Toi/PT. Jasa Marga. 

BABV 

PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME 

Pasal 9 
ll Terhadap ,·ekJame yang tidal< rnerniliki izm, Bupati rnelalui Organisasi 

Perangkat Daerah atau pejabat yang telah diberi kewenangan dapat 
melakukan penertiban dengan tanpa melakukan pemberitahuan terlebih 
dahulu. 

2J Terhadap reklame yang habis masa izin dan pemasangan reklame tidak 
sesuai dengan izin yang cliberikan, maka Bupati melalui Organisasi 
Perangkat Daerah atau pejabat yang telah diberi kewenaogan dapat 
rnelakukan penertiban melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 
a. Bupati melalui Organisasi Perangkar Daerah atau pejabat yang telah 

diberi kewenangan rnemberikan surat pemberitahuan 1 (satu) bulan 
sebelum masa paiak berakhir; 

b. Apabila pihak penyelenggara reklame tidak rnemberikan jawaban atas 
surat pernberitahuao, maka pada saat jatuh tempo masa berlakunya 
izin dan/atau perletakan dan pemasangan reklame tidak sesuai dengan 
izin yang diberikan akan disampaikan surat teguran pertama; 

c. surat teguran disampaikan sebanyak 3 (tiga} kali; 
d. rentang waktu dari surat teguran I [satu] ke surat teguran benkumya 

adalah 7 (tujuh) hari kalender; 
e. apablla setelah penyampaian surat teguran ketiga. pihak penyelenggara 

tetap ridak · memberikan jawaban, maka Bupati melalui Organisasi 
Peraogkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk langsung memerintahkan 
pelaksanaan penertiban I pembongkaran. 

f. rcrnadap penyelenggara reklame atas pemasangan reklame se~m:ma 
hu ruf e tersebu t diatas, yang belum clitertibkan/ dibongkar dan 
penyelenggara reklame mengajukan izin perpanjangan penyelenggaraan 
reklame, pengenaan pokok pajak reklamenya dihitung dengan denda 
atas bulan yang terlampaui dari tanggal jatuh tempo izin 
penyelenggaraan reklame. 

(3) Material hasil pelaksanaan penertiban/ pernbongkaran, Peayetenggara 
reklame dapar mengambil material hasil bongkaran, dan apabila tidak 
diambil oleh penyelenggara reklarne basil bongkaran bukan mcnjacli 
tanggung jawab pemerintah daerah. 



Pasal 11 

11 Pemberi izin berwenang mencabur izin pcnyelenggaraan reldame yang telah 
dikeluarkan apabila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan dalam izin penyelenggaraan reklame. 

21 Pencabutan tzin sebagaimana dimaksud pada ayat Ill, ditetapkan oleh 
Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan. 

31 Keputusan pencabutan izin sebagairnana dimaksud pada ayat (2J. memuat 
dengan jelas dan regas : 
a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan; 
b. uraian fakta-fakta yang menunjukan pelanggaran; 
c. akibat hukum dari pencabutan izin. 

Bagian Pertama 

Pencabuta.n lzin 

BAB VlI 
SANKS! ADMINlSTRASI 

Set1ap orang atau badan yang akan menggunakan dan a.tau mcmanfaa.t..'\n 
panggung reklame milik Pemerintah Daerah, terlebih dahulu harus 
mengjkatkan din dalam bentuk perjanjian sewa menyewa dengan pemdik 
panggung reklame. 

_ Besaran rulai sewa panggu ng reklame dinilai berdasarkan kesepakatan para 
Pl~Lo\K yang mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian sewa menyewa 
•.x-roasarkan azas kewajaran dan kepatutan yang berlaku secara umum. 

3 Jangka waktu sewa pangung reklame milik Pemenntah Daerah adalab 
I (satul tahun dan dapat diperpanjang I [satu] tahun benkutnya 
sebagaimana kesepakatan para P!HAK. 

- sewa panggung reklame hanya terbatas pada pemanfaatan dan penggunaan 
panggung rcklame tidak termasuk dengan izin penyelenggaraan reklarne, 
pejak reklame dan Asuransi. 

5 Dalarn pengikatan perjanjian sewa panggung reklarne, terlebih dahulu 
melampirkan persyaratan sebagai berikut : 
a. Joto copy ktp; 
b. foto copy akta pendirian perusabaan bag.i yang berbadan hukurn; 
c. foto copy NP\VP, SIUP clan Tanda Daftar Perusahaan; 
d. surar pernyataan kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan 

keindahan pada titik lokasi panggung reklame; ctan 
e. dokurnen perusahaan lainnya yang terkait (bila dipandang pertul. 

Pasal 10 

BAS V1 

PANGGUNG REKLA!>IE 
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'if BUPAT! BEMSI ,( 

Cikarang Pusat 
29 Juli 2013 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dittndangkan. 

Pasal 15 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB IX 

Pasal 14 

Hal - hal yang belum cukup diatur dalarn peraruran ini mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleb Bupati. 

Dengan diberlal<ukannya Peraturan Bupati ini, setiap ketentuan yang mengatur 
nal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dmyatekan tidal< berlaku 
lag!. 

Pasal 13 

Pasal 12 
lzm penyeJenggaraan reklarne yang dikeluarkan sebelum Peratumn Bupati ini 
diundangkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin. 

BABVID 
KETENTOAN PERALIHAN 


